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	A. Latar Belakang
Ibukota Negara merupakan pusat wilayah bagi sebuah negara dalam menjalankan kegiatan kenegaraannya. Negara sebagai komunitas manusia yang melaksanakan segala aspek kehidupan tentunya memiliki suatu pemerintahan berdaulat yang berada di suatu pusat wilayah negaranya. Keberadaan Ibu Kota Negara bagi setiap negara sebagai pusat pemerintahan tentunya merupakan hal yang sangat penting. Pusat perekonomian dapat dikatakan sebagai wilayah yang memiliki pertumbuhan yang intens dan pengelolaan kebutuhan vital. Tentunya wilayah yang menjadi pusat ekonomi juga akan memberikan dampak yang signifikan kepada wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya. Kalimantan Timur tepatnya di keseluruhan Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian kecil Kabupaten Kutai Kartanegara sedang dipersiapkan sebagai ibukota negara Indonesia yang baru  adanya pusat pemerintahan yang baru tentukan akan memberikan dampak pusat perekonomian yang baru juga akan tercipta. Permasalahannya ialah pusat perekonomian yang diharapkan sebagai peningkatan dan pemerataan kelas ekonomi khususnya bagi masyarakat yang ada di wilayah tersebut, juga memiliki resiko terjadinya monopoli oleh investor besar dan terjadinya kesenjangan persaingan ekonomi. Karena para investor dan beberapa pengusaha telah memiliki branding kuat dan terkenal. Sehingga Dengan banyaknya UMKM yang memiliki perlindungan atas merek diharapkan dapat memberikan dorongan kuat terhadap kemajuan ekonomi rakyat khususnya ibukota negara.  Sehingga dengan hal tersebut dibutuhkan sebuah pengaturan dan rencana pelaksanaan perekonomian yang tepat ketika Kalimantan Timur resmi menjadi ibukota Indonesia. 
Sektor industri dan perdagangan diharapkan dapat menjadi penopang utama pembangunan dan sebagai penggerak perekonomian daerah maupun nasional. Pembangunan sektor industri harus dipacu untuk menjadi penopang pembangunan sektor-sektor lain. Sementara sektor perdagangan sebagai penggerak perekonomian nasional dan daerah juga semakin dituntut dalam menciptakan perluasan kesempatan berusaha, penciptaan lapangan kerja dan penurunan angka kemiskinan. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah terbukti mampu eksis dalam menghadapi berbagai krisis, baik nasional maupun internasional. Keberadaanya dalam jumlah yang cukup besar berkontribusi signifikan dalam penanggulangan pengangguran dan kemiskinan. Kondisi tersebut mendasari perlunya penanganan serius dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM.
pelaku UMKM biasanya melupakan pentingnya pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Dalam hal ini undang-undang merek no.20 tahun 2016. Padahal, salah satu kekuatan produk agar diterima di masyarakat adalah bagaimana menciptakan kekuatan branding melalui pengelolaan HKI. Namun demikian, kadang hal ini sering diabaikan oleh perusahaan mikro, kecil, dan menengah,nilai instrinsik HKI sering diremehkan dan menerima sedikit perhatian dari pelaku UMKM. Justru bagi perusahaan besar, sering kali, strategi manajemen HKI yang efektif dapat membuat perbedaan antara keberhasilan dan kegagalan dalam penjualan produknya.keberadaan merek sangat penting untuk pelaku UMKM. Merek berfungsi untuk menunjukan identitas sebuah produk barang atau jasa milik pelaku UMKM. Merek juga berfungsi untuk membedakan satu produk dengan produk lainnya. 
Sektor industri dan perdagangan diharapkan dapat menjadi penopang utama pembangunan dan sebagai penggerak perekonomian daerah maupun nasional. Pembangunan sektor industri harus dipacu untuk menjadi penopang pembangunan sektor-sektor lain. Sementara sektor perdagangan sebagai penggerak perekonomian nasional dan daerah juga semakin dituntut dalam menciptakan perluasan kesempatan berusaha, penciptaan lapangan kerja dan penurunan angka kemiskinan. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah terbukti mampu eksis dalam menghadapi berbagai krisis, baik nasional maupun internasional. Keberadaanya dalam jumlah yang cukup besar berkontribusi signifikan dalam penanggulangan pengangguran dan kemiskinan. Kondisi tersebut mendasari perlunya penanganan serius dalam pemberdayaan UMKM.



	B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana pendayagunaan merek dan indikasi geografis sebagai instrumen perlindungan hak ekonomi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di kawasan daerah penyangga Ibu Kota Negara?
2. Bagaimana perlindungan merek dan indikasi geografis produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai strategi penguatan ekonomi kerakyatan di kawasan daerah penyangga Ibu Kota Negara?

	C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua hal, yaitu:
Pertama untuk mengetahui dan mendeskripsikan pendayagunaan merek dan indikasi geografis sebagai instrumen perlindungan hak ekonomi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di kawasan daerah penyangga Ibu Kota Negara.
 Kedua, untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan merek dan indikasi geografis produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai strategi penguatan ekonomi kerakyatan di kawasan daerah penyangga Ibu Kota Negara.

	D. Kajian Literatur/Landasan Teori
1. Perlindungan Hukum
Secara keseluruhan, teori perlindungan hukum didefinisikan oleh H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani sebagai teori yang mengkaji dan menganalisis wujud, bentuk atau tujuan perlindungan subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.[footnoteRef:1] [1: H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2017, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Edisi ke-1, Cetakan ke-5, Rajawali Pers, Jakarta, hlm, hlm. 263.] 

Adapun bentuk perlindungan hukum itu sendiri secara teoretis terbagi menjadi perlindungan yang bersifat preventif dan secara represif.[footnoteRef:2] Perlindungan hukum preventif bersifat pencegahan, dimana perlindungan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Pada perlindungan preventif, subjek hukum memiliki hak untuk mengajukan keberatan atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi bentuk definitif,[footnoteRef:3] sehingga mendorong para pembuat kebijakan untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan. Dalam hal perlindungan hukum hak merek dan indikasi geografis, pendaftaran hak merupakan tolok ukur perlindungan hukum,[footnoteRef:4]. Sementara itu, perlindungan hukum secara represif bersifat menyelesaiakan sengketa yang dapat ditempuh dengan dua cara yakni secara litigasi (melalui pengadilan) dan non litigasi (di luar pengadilan). Perlindungan hukum represif hak merek dan indikasi geografis sendiri dapat diupayakan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan pada Pengadilan Niaga. [2: Philipus M. Hadjon dalam H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2017, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Edisi ke-1, Cetakan ke-5, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 264.]  [3: Nurbani. Op.cit.,hlm.264.]  [4: Sasongko dan Wahyu dalam Habi Kusno, 2016, Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu yang Diunduh Melalui Internet, Jurnal Fiat Justisia, Vol. 10, No. 3, hlm. 492.] 

2. Keadilan
St. Thomas Aquinas membagi keadilan menjadi dua, yakni keadilan umum dan keadilan khusus.[footnoteRef:5] Keadilan umum berkenaan dengan hubungan antar sesama manusia dengan memberikan apa yang menjadi haknya. Sedangkan keadilan khusus dibagi ke dalam tiga jenis, yakni keadilan komutatif, keadilan distributif dan keadilan vindikatif. Keadilan komutatif berbicara terkait keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa memedulikan jasa masing-masing. Keadilan ini menonjolkan hubungan timbal balik melalui pertukaran antar dua individu.Di sisi lain, keadilan distributif menonjolkan pemberian hak dan kewajiban sesuai dengan proporsinya. Adapun keadilan vindikatif mengarah pada pembalasan yang setimpal. [5: Zakki Adhiyati dan Achmad, 2019, Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls, Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 2, hlm. 419.] 


	     

	E. Metode Penelitian
1. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal. Pengertian penelitian hukum doktrinal menurut Tery Hutchinson sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki merupakan penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antar peraturan, menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan.[footnoteRef:6] Penelitian secara doktrinal diarahkan pada sekumpulan norma sebagai sasaran penelitian melalui analisis relasi antar norma, hubungan ketentuan hukum vertikal-horizontal, analisis isi, penggabungan teori dan norma, serta asas-asas hukum.  [6: Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Grup: Jakarta, hlm. 32.] 

2. Sumber Bahan Hukum
Sumber utama dalam penelitian hukum secara doktrinal adalah bahan hukum yang dikelompokkan sebagai berikut: pertama, bahan hukum primer yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Hak Merek dan indikasi geografis. Kedua, oleh karena penelitian ini merupakan penelitian hukum, maka membutuhkan dukungan bahan hukum sekunder yakni pustaka tentang teori hukum (konsep hukum seperti hak moral, hak ekonomi, perlindungan hukum, keadilan dan kepastian hukum). Ketiga, studi ini mengharuskan adanya dukungan ilmu lain. Oleh karena itu, diperlukan penelusuran terhadap beberapa studi dalam konteks ilmu ekonomi
3. Analisis 
Bahan hukum yang diperoleh selama penelitian akan dianalisis secara kualitatif untuk mendeskripsikan jawaban atas penelitian:
Rumusan masalah (R1)
Bahan hukum yang diperoleh selama penelitian akan diarahkan untuk mendeskripsikan pola pendayagunaan merek eografis sebagai instrumen perlindungan hak ekonomi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di kawasan daerah penyangga Ibu Kota Negara., serta pola pendayagunaan indikasi geografis sebagai instrumen perlindungan hak ekonomi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di kawasan daerah penyangga Ibu Kota Negara.,
Rumusan masalah (R2)
Bahan hukum yang diperoleh selama penelitian akan diarahkan untuk menganalisis kebijakan perlindungan merek produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai strategi penguatan ekonomi kerakyatan di kawasan daerah penyangga Ibu Kota Negara., serta kebijakan perlindungan indikasi geografis produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai strategi penguatan ekonomi kerakyatan di kawasan daerah penyangga Ibu Kota Negara.

Alokasi Waktu
 Penelitian ini dilaksanakan selama 6 (enam) bulan mulai dari penyusunan Desain riset, seminar hasil riset, studi pustaka, pengolahan bahan hukum, penyusunan laporan, dan publikasi.
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